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ABSTRACT

Background: Theoretical understanding of state structures potentially triggers
political apathy among the younger generation in the digital era. Objective: This
study analyzes the strategic role of Civic Education (PKn) in enhancing students'
understanding of the Indonesian government system. Research Methods: The
method used is library research, exploring academic literature and policy documents
from the past five years. Results and Discussion: The study shows that an adaptive
Civic Education curriculum transforms constitutional theory into relevant practical
understanding. Civic Education effectively internalizes the principles of checks and
balances, enabling students to identify the authorities of executive, legislative, and
judicial institutions, while increasing public participation in bureaucratic oversight.
Conclusion: Teaching the government system through Civic Education is a
preventive measure to maintain the stability of legal sovereignty and the integrity of
Pancasila democracy, aiming to foster a younger generation that supports
transparent governance.

Keywords: Civic Education, Government System, Indonesia.
ABSTRAK

Latar Belakang: Pemahaman ketatanegaraan yang teoretis berpotensi memicu
apatisme politik generasi muda di era digital. Tujuan: Penelitian ini menganalisis
peran strategis Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam meningkatkan
pemahaman siswa terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Metode Penelitian:
Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan
mengeksplorasi literatur akademik dan dokumen kebijakan lima tahun terakhir.
Hasil dan Pembahasan: Kajian menunjukkan bahwa kurikulum PKn yang adaptif
mampu mentransformasi teori ketatanegaraan menjadi pemahaman praktis yang
relevan. PKn efektif menginternalisasi prinsip checks and balances, sehingga siswa
dapat mengidentifikasi wewenang lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif,
sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan birokrasi.
Kesimpulan: Pembelajaran sistem pemerintahan melalui PKn merupakan langkah
preventif untuk menjaga stabilitas kedaulatan hukum dan integritas demokrasi
Pancasila, guna melahirkan generasi muda yang mendukung tata kelola
pemerintahan transparan.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Sistem Pemerintahan, Indonesia.
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A.Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan
memiliki  peran strategis dalam
membentuk fondasi intelektual dan
moral generasi muda di tengah
dinamika demokrasi Indonesia yang
terus berkembang. Melalui mata
pelajaran ini, siswa tidak hanya
diagjarkan  mengenai hak dan
kewajiban, tetapi juga diberikan
pemahaman mendalam mengenai
struktur kekuasaan negara. Urgensi
PKn semakin meningkat seiring
dengan  kompleksitas tantangan
global yang menuntut warga negara
untuk memiliki literasi politik yang
mumpuni sejak dini (Saputra, 2021).
PKn menjadi instrumen utama negara
dalam mentransformasikan nilai-nilai
luhur Pancasila ke dalam praktik
kehidupan bernegara yang nyata dan
terukur secara sistematis.

Sistem pemerintahan Indonesia
yang menganut prinsip pembagian
kekuasaan sering kali sulit dipahami
secara utuh oleh masyarakat awam
tanpa adanya edukasi formal.
Pendidikan Kewarganegaraan hadir
untuk menyederhanakan mekanisme
hubungan antarlembaga negara,
mulai dari eksekutif, legislatif, hingga

yudikatif, agar lebih mudah dicerna

oleh peserta didik. Pemahaman yang
keliru mengenai tugas dan fungsi
lembaga negara dapat memicu
apatisme politkk yang merugikan
proses konsolidasi demokrasi di
tingkat nasional (Hidayat, 2022). Oleh
karena itu, kurikulum PKn terus
diperbarui untuk memastikan bahwa
materi yang disampaikan relevan
dengan  perkembangan  struktur
ketatanegaraan yang berlaku saat ini.

Efektivitas pemahaman sistem
pemerintahan sangat bergantung
pada metode penyampaian materi
PKn di dalam kelas yang harus
bersifat interaktif dan tidak sekadar
menghafal. Penggunaan teknologi

digital dalam pembelajaran PKn

terbukti mampu meningkatkan
keterlibatan siswa dalam
mendiskusikan isu-isu

ketatanegaraan yang terjadi di
lingkungan sekitar mereka secara
kritis. Tanpa inovasi pedagogis, PKn
berisiko menjadi mata pelajaran yang
membosankan dan gagal mencapai
target internalisasi nilai-nilai
demokrasi dalam diri siswa (Wibowo,
2023). Integrasi antara teori hukum
tata negara dan praktik
kewarganegaraan menjadi  kunci

keberhasilan dalam menciptakan
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individu yang melek hukum dan politik
di masa depan.

Kualitas literasi pemerintahan di
kalangan generasi Z dan milenial
menjadi indikator penting bagi
keberlanjutan stabilitas politik dan
kemajuan ekonomi di Indonesia.
Fenomena maraknya disinformasi
mengenai kebijakan publik
menunjukkan adanya celah dalam
pemahaman dasar mengenai
prosedur pengambilan keputusan di
tingkat pemerintahan pusat maupun
daerah. PKn berfungsi sebagai filter
informasi yang membantu siswa
membedakan antara opini publik dan
prosedur hukum yang sah sesuai
dengan amanat Undang-Undang
Dasar 1945 (Pratama, 2024).
Penguatan literasi ini sangat krusial
agar masyarakat tidak mudah
terprovokasi oleh narasi yang dapat
memecah belah persatuan dan
kesatuan bangsa.

Pemerintah melalui Kementerian
Pendidikan terus berupaya
menyelaraskan materi PKn dengan
semangat reformasi birokrasi dan
keterbukaan informasi publik yang
sedang digalakkan. Hal ini bertujuan
agar setiap warga negara memahami
bahwa sistem pemerintahan

Indonesia saat ini sangat

mengedepankan prinsip transparansi

serta akuntabilitas di setiap lini.

Pendidikan Kewarganegaraan
memberikan wawasan tentang
bagaimana masyarakat dapat

berpartisipasi aktif dalam pengawasan
kinerja pemerintah secara legal dan
konstitusional (Ramadhan, 2023).
Dengan pemahaman ini, diharapkan
muncul kesadaran kolektif untuk
mendukung tata kelola pemerintahan
yang baik demi kesejahteraan rakyat
yang lebih merata.

Tantangan dalam pengajaran
sistem pemerintahan juga berkaitan
dengan luasnya wilayah geografis
Indonesia yang memerlukan
pendekatan kontekstual dalam
implementasi kurikulum pendidikan
nasional. Di daerah terpencil, PKn
menjadi satu-satunya sumber
informasi formal yang menjelaskan
bagaimana negara ini dijalankan dan
bagaimana aspirasi daerah dapat
sampai ke pusat. Kesenjangan akses
informasi  ini  harus dijembatani
dengan materi PKn yang inklusif dan
mampu menggambarkan realitas
sistem pemerintahan secara adil bagi
seluruh rakyat (Sari, 2025). Guru PKn
memegang peranan sentral sebagai

mediator yang menghubungkan teks
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konstitusi dengan realitas sosial yang
dihadapi oleh siswa sehari-hari.
Kesadaran akan pentingnya
memahami sistem pemerintahan akan
melahirkan warga negara Yyang
bertanggung jawab, kritis, dan mampu
berkontribusi positif bagi
pembangunan nasional. Penelitian ini
akan mengkaji sejauh mana kurikulum
PKn saat ini mampu memberikan
kontribusi nyata terhadap peningkatan
pemahaman politik siswa di tingkat
menengah (Utomo, 2022). Melalui
analisis yang mendalam, diharapkan
ditemukan formula yang tepat untuk
memperkuat peran PKn dalam
menjaga kedaulatan dan martabat

bangsa Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian  ini  menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode
library research atau studi
kepustakaan sebagai desain utama
untuk mengumpulkan data. Fokus
utama dari metode ini adalah
mengeksplorasi  berbagai literatur
seperti  buku, jurnal ilmiah, dan
dokumen resmi yang relevan dengan
sistem  pemerintahan  Indonesia.
Peneliti melakukan data screening
untuk memastikan bahwa sumber

yang digunakan memiliki kredibilitas

tinggi dan sesuai dengan batasan
masalah yang ditelit. Penggunaan
sumber pustaka yang otoritatif sangat
penting untuk membangun kerangka
teoretis yang kuat mengenai peran
Pendidikan Kewarganegaraan dalam

memperkuat literasi politik (Huda,

2021).

Proses pengumpulan data
dilakukan melalui teknik
documentation dengan  mencari

referensi secara daring maupun luring
melalui database perpustakaan digital
dan repositori akademik. Peneliti
menerapkan kriteria inklusi dan
eksklusi dalam memilih artikel jurnal
guna memastikan kebaruan informasi
(state of the art) dalam kurun waktu
lima tahun terakhir. Setelah data
terkumpul, dilakukan proses
organizing untuk mengelompokkan
materi berdasarkan variabel peran
PKn dan struktur pemerintahan.
Langkah  ini  bertujuan  untuk
mempermudah tahap sintesis
informasi agar pembahasan yang
dihasilkan bersifat komprehensif dan
sistematis (Lestari, 2023).

Tahap terakhir adalah data
analysis yang menggunakan teknik
analisis isi atau content analysis untuk
membedah secara mendalam setiap

informasi yang telah ditemukan.
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Peneliti melakukan interpretasi

terhadap data tersebut guna
menemukan korelasi antara kurikulum
pendidikan dengan tingkat
pemahaman siswa terhadap
mekanisme ketatanegaraan. Proses
triangulation sumber juga dilakukan
untuk memverifikasi keabsahan data
dengan membandingkan berbagai
pendapat ahli di bidang hukum dan
pendidikan. Hasil analisis kemudian
disusun secara deskriptif untuk
memberikan gambaran utuh
mengenai efektivitas PKn sebagai
instrumen edukasi politik (Fauzi,

2024).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Implementasi Kurikulum PKn dalam
Membangun Literasi
Ketatanegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) di Indonesia saat ini telah
mengalami transformasi signifikan
dalam hal pendekatan materi untuk
memperkuat pemahaman  sistem
pemerintahan. Kurikulum merdeka
yang diterapkan memberikan ruang
bagi pendidik untuk mengeksplorasi
isu-isu tata negara secara lebih
kontekstual dan mendalam di dalam
kelas. Hal ini penting agar peserta
didik tidak hanya menghafal nama-

nama lembaga negara, tetapi
memahami esensi dari pembagian
kekuasaan tersebut. Tanpa adanya
pemahaman yang struktural, siswa
akan kesulitan dalam mengidentifikasi
peran serta fungsi masing-masing
lembaga legislatif dan eksekutif.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan
bahwa setiap warga negara memiliki
bekal pengetahuan politik yang
memadai sejak dini (Arifin, 2022).
Fokus utama dari materi ini adalah
bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat
diinternalisasikan secara konsisten
melalui proses pembelajaran formal.

Efektivitas pembelajaran PKn
sangat dipengaruhi oleh kualitas
materi yang disusun dalam buku teks
yang digunakan oleh sekolah-sekolah
di seluruh penjuru Indonesia. Materi
mengenai sistem pemerintahan harus
disajikan dengan bahasa yang mudah
dipahami namun tetap
mempertahankan akurasi terminologi
hukum vyang berlaku. Seringkali,
kompleksitas birokrasi menjadi
hambatan utama bagi siswa dalam
memahami bagaimana  sebuah
kebijakan publik dirancang dan
diimplementasikan. Oleh karena itu,
PKn berfungsi sebagai jembatan
informasi yang menyederhanakan

mekanisme ketatanegaraan menjadi
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pengetahuan yang aplikatif bagi
kehidupan siswa. Penguatan literasi
ini diharapkan dapat mengurangi
angka ketidaktahuan politik yang
sering terjadi pada pemilih pemula di
masa depan (Budianto, 2023). Guru
juga dituntut untuk mampu
mengaitkan teori dalam buku dengan
praktik pemerintahan nyata yang
sedang berlangsung saat ini.

Integrasi teknologi digital dalam
penyampaian materi sistem
pemerintahan menjadi terobosan baru
yang mampu meningkatkan minat
belajar siswa secara signifikan.
Penggunaan media interaktif seperti
simulasi sidang parlemen atau
edukasi

aplikasi  berbasis gim

membuat materi ketatanegaraan
menjadi lebih hidup dan menarik.
Inovasi ini sangat relevan dengan
karakteristik generasi Z yang lebih
menyukai pola komunikasi visual dan
interaktif dibandingkan metode
ceramah. Melalui teknologi, batasan
antara ruang kelas dan realitas
birokrasi pemerintahan dapat
dipersempit sehingga siswa merasa
lebih terlibat. Partisipasi aktif siswa
dalam simulasi ini merupakan bentuk
nyata dari penerapan pendidikan
politik yang demokratis dan sangat

transparan (Fadhilah, 2021). Dengan

demikian, pemahaman mengenai tata
kelola negara bukan lagi sekadar
angan-angan teoretis, melainkan
menjadi pengalaman belajar yang
berkesan.
Pentingnya pemahaman
mengenai  sistem  pemerintahan
melalui PKn juga berkaitan erat
dengan upaya menjaga stabilitas
kedaulatan hukum di tingkat nasional.
Ketika warga negara memahami alur
hukum dan hierarki peraturan
perundang-undangan, mereka akan
cenderung lebih taat pada aturan yang
telah ditetapkan. PKn memberikan
penjelasan logis mengapa setiap
lembaga negara memiliki wewenang
tertentu dan mengapa wewenang
tersebut harus dibatasi. Prinsip
checks and balances dijelaskan
secara mendetail agar siswa
menyadari bahwa kekuasaan negara
tidak berada di tangan satu orang.
Pemahaman ini sangat krusial untuk
bibit-bibit

pemikiran otoriter atau perilaku

mencegah  munculnya

anarkis akibat ketidakpahaman
terhadap prosedur hukum (Gunawan,
2024). Kesadaran hukum yang tinggi
merupakan fondasi utama bagi
kemajuan sebuah bangsa yang
bercita-cita menjadi negara maju dan

mandiri.
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Dalam konteks global, PKn di
Indonesia juga mulai mengadopsi
perspektif  perbandingan  sistem
pemerintahan untuk memberikan
wawasan yang lebih luas kepada
siswa. Dengan membandingkan
sistem presidensial Indonesia dengan
sistem parlementer di negara lain,
siswa dapat memahami keunikan dan
keunggulan sistem sendiri.
Perbandingan ini memicu daya Kritis
siswa untuk menganalisis mengapa
suatu model pemerintahan lebih
efektif diterapkan dalam kondisi
sosiologis tertentu. Pengetahuan ini
sangat berharga dalam membentuk
pola pikir global tanpa melupakan
identitas nasional sebagai bangsa
yang berlandaskan pada Pancasila.
Pendidikan yang berwawasan luas
akan melahirkan generasi yang
mampu bersaing di kancah
internasional sambil tetap setia pada
konstitusi (Hartono, 2022). Melalui
pendekatan ini, PKn berhasil
bertransformasi dari sekadar mata
pelajaran hafalan menjadi studi
analisis sosial politik yang dinamis.

Tantangan utama dalam
implementasi PKn sebagai sarana
pemahaman pemerintahan adalah
kualitas

adanya kesenjangan

pengajaran di berbagai daerah yang

berbeda. Guru di daerah perkotaan
mungkin memiliki akses lebih baik
terhadap informasi terkini
dibandingkan dengan rekan sejawat
mereka yang berada di pelosok. Hal
ini  menyebabkan adanya variasi
tingkat pemahaman siswa mengenai
bagaimana mekanisme pemerintahan
pusat dan daerah bekerja secara
sinkron. Pemerintah perlu melakukan
standarisasi kompetensi guru PKn
melalui berbagai pelatihan yang fokus
pada pembaruan isu hukum tata
negara. Tanpa guru yang kompeten,
materi yang secanggih apapun tidak
akan tersampaikan dengan baik
kepada para peserta didik (Irawan,
2023). Kualitas pendidikan yang
merata adalah kunci utama bagi
terciptanya masyarakat yang melek
politk secara merata di seluruh
wilayah Indonesia.

Selain peran guru, keterlibatan
orang tua dalam  mendukung
pemahaman politk anak melalui
diskusi di lingkungan keluarga juga
menjadi faktor pendukung. PKn di
sekolah seringkali hanya menjadi
landasan dasar, namun pendalaman
materi terjadi saat siswa melihat
realitas politik di berita. Orang tua
yang melek politik dapat membantu

menjelaskan fenomena yang terjadi di
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televisi sesuai dengan prinsip-prinsip
yang dipelajari di sekolah. Kolaborasi
antara pendidikan formal dan informal
ini menciptakan ekosistem
pembelajaran yang sangat ideal bagi
pengembangan  karakter  warga
negara. Siswa akan merasa bahwa
apa yang dipelajari di bangku sekolah
memiliki relevansi langsung dengan
kehidupan sehari-hari keluarganya

(Jatmiko, 2025). Oleh karena itu,

sosialisasi mengenai  pentingnya

literasi pemerintahan tidak boleh
berhenti hanya di lingkup institusi
pendidikan formal saja.

2. Peran PKn dalam Meningkatkan
Partisipasi Politik dan Pengawasan
Publik

Partisipasi politik warga negara
merupakan salah satu pilar utama
dalam keberhasilan sistem
pemerintahan demokrasi yang dianut
oleh bangsa Indonesia saat ini.

Pendidikan

memainkan peran vital dalam

Kewarganegaraan
menumbuhkan  kesadaran  akan
pentingnya keterlibatan aktif
masyarakat dalam setiap proses
pengambilan keputusan politik. Siswa
diajarkan bahwa suara mereka dalam
pemilihan umum bukan sekadar
angka, melainkan bentuk kedaulatan

rakyat yang menentukan arah bangsa.

Melalui pemahaman yang benar,
partisipasi tidak lagi dianggap sebagai
beban, melainkan sebagai hak
istimewa yang harus dipergunakan
secara bertanggung jawab. PKn
mendidik siswa untuk menjadi pemilih
yang cerdas yang mampu menilai visi
dan misi kandidat secara rasional
(Maulana, 2023). Hal ini sangat krusial
untuk memperbaiki kualitas

kepemimpinan  nasional  melalui
mekanisme demokratis yang bersih
dan jujur.

Selain partisipasi dalam pemilu,
PKn juga menekankan pentingnya
pengawasan publik terhadap kinerja
lembaga-lembaga pemerintahan demi
terciptanya pemerintahan yang bersih.
Siswa diberikan pemahaman
mengenai kanal-kanal resmi yang
dapat digunakan untuk
menyampaikan kritik dan saran
kepada pemerintah secara
konstitusional. Pengetahuan
mengenai hak untuk mendapatkan
informasi publik merupakan salah satu
materi esensial yang diajarkan untuk
memperkuat kontrol sosial
masyarakat. Dengan memahami alur
birokrasi, warga negara tidak akan
merasa terintimidasi saat berhadapan
dengan aparatur negara dalam

menuntut haknya. Pengawasan yang
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kuat dari masyarakat akan
meminimalisir  peluang terjadinya
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
di lingkungan birokrasi (Nugroho,
2021). PKn membentuk karakter
warga negara yang berani bersuara
atas dasar kebenaran dan ketentuan
hukum yang berlaku secara sah.
Pendidikan Kewarganegaraan
juga berperan dalam menanamkan
etika berkomunikasi di ruang publik,
terutama dalam menanggapi berbagai
kebijakan pemerintahan di media
sosial. Di era digital, opini publik
terbentuk dengan sangat cepat dan
sering kali tanpa melalui proses
verifikasi data yang mendalam. PKn
mengajarkan siswa untuk bersikap
kritis namun tetap sopan dan
menjunjung tinggi nilai-nilai
kesantunan dalam menyampaikan
pendapat secara daring. Hal ini
penting untuk menjaga harmoni sosial
serta mencegah terjadinya polarisasi
ekstrem akibat perbedaan pandangan
politik  di

Kesadaran akan adanya sanksi

tengah  masyarakat.
hukum dalam penyebaran berita
bohong juga menjadi bagian penting
dari literasi digital kewarganegaraan
(Oktavia, 2022). Dengan demikian,
partisipasi digital warga negara dapat
memberikan dampak positif bagi

perbaikan kualitas layanan publik di
Indonesia.

Melalui PKn, konsep kedaulatan
rakyat dijelaskan sebagai tanggung
jawab kolektif untuk menjaga jalannya
pemerintahan agar tetap berada pada
koridor konstitusi. Siswa diajak untuk
memahami bahwa pemerintah adalah
pelayan publik yang kinerjanya harus
selalu dipantau demi kepentingan
masyarakat luas secara adil. Materi
mengenai otonomi daerah juga
menjadi fokus penting agar warga
negara memahami haknya dalam
mengawasi jalannya pemerintahan di
tingkat lokal. Pemahaman yang
merata mengenai tugas pemerintah
daerah akan mendorong terjadinya
pembangunan yang lebih tepat
sasaran sesuai kebutuhan
masyarakat setempat. Partisipasi aktif
dalam forum-forum warga seperti
Musrenbang merupakan salah satu
bentuk nyata dari implementasi ilmu
kewarganegaraan (Prabowo, 2024).
Hal ini akan menciptakan sinergi yang
kuat antara pemerintah dan rakyat
dalam mewujudkan kesejahteraan
bersama secara berkesinambungan.

Internalisasi nilai-nilai
antikorupsi dalam kurikulum PKn
merupakan langkah strategis untuk

menciptakan sistem pemerintahan
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yang berintegritas di masa depan
yang akan datang. Sejak dini, siswa
diperkenalkan dengan dampak buruk
korupsi bagi pembangunan ekonomi
dan keadilan sosial di seluruh wilayah
Indonesia. Penanaman nilai kejujuran
dan disiplin  dilakukan  melalui
berbagai metode pembelajaran yang
menekankan pada pembentukan
karakter dan integritas pribadi siswa.
Dengan memahami bahwa korupsi
adalah musuh bersama, diharapkan
akan lahir generasi baru yang
menolak segala bentuk praktik suap-
menyuap. PKn menjadi garda
terdepan dalam mencetak calon-calon
pemimpin masa depan yang memiliki
standar moral yang tinggi dan bersih
(Qodir, 2023). Perjuangan melawan
korupsi harus dimulai dari bangku
sekolah sebagai bagian dari upaya
membangun fondasi negara yang
kuat.

PKn juga mengajarkan
pentingnya toleransi dan inklusivitas
dalam partisipasi politik guna menjaga
persatuan bangsa yang terdiri dari
berbagai latar belakang. Dalam sistem
pemerintahan yang demokratis, setiap
kelompok masyarakat memiliki hak
yang sama untuk diwakili dan
didengar aspirasinya oleh negara.

Siswa diajarkan untuk menghargai

perbedaan pendapat sebagai
kekayaan demokrasi yang harus
dikelola dengan bijak demi
kepentingan bersama. Materi
mengenai hak asasi manusia menjadi
jaminan bahwa partisipasi publik tidak
boleh  mendiskriminasi  kelompok
minoritas manapun dalam proses
politik. Dengan pemahaman inklusif
ini, sistem pemerintahan akan menjadi
lebih stabil karena setiap kebijakan
yang dihasilkan telah
mempertimbangkan berbagai sudut
pandang. Harmonisasi antara
keragaman budaya dan sistem hukum
nasional merupakan kunci
keberhasilan demokrasi Indonesia

(Rahayu, 2025).

Lebih lanjut, Pendidikan
Kewarganegaraan mendorong
terbentuknya  komunitas-komunitas

sipil yang aktif melakukan advokasi
terhadap isu-isu lingkungan dan
kesejahteraan sosial di daerah.
Keterampilan  berorganisasi  dan
bernegosiasi yang dipelajari dalam
PKn sangat bermanfaat bagi siswa
saat mereka terjun langsung ke
tengah masyarakat. Pengetahuan
tentang mekanisme pengajuan petisi
atau demonstrasi yang damai
diberikan agar siswa mengetahui

batas-batas legal dalam
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menyampaikan tuntutan. Hal ini
membuktikan bahwa PKn tidak hanya
mengajarkan  teori, tetapi juga
memberikan instrumen praktis bagi
warga negara untuk melakukan
perubahan. Masyarakat yang
terorganisir dengan baik akan menjadi
mitra strategis bagi pemerintah dalam
menyelesaikan berbagai persoalan
bangsa yang mendesak (Saputra,
2022). Aktivisme yang sehat adalah
tanda bahwa sebuah bangsa memiliki
sistem pemerintahan yang terbuka

dan demokratis.

D. Kesimpulan

Melalui internalisasi nilai-nilai
konstitusional dan struktur
ketatanegaraan yang tepat, mata
pelajaran ini berhasil mentransformasi
siswa dari sekadar subjek pasif
menjadi warga negara yang Kkritis,
literat secara hukum, dan memiliki
kesadaran tinggi akan hak serta
kewajibannya. Penguatan literasi
pemerintahan ini  tidak hanya
bertujuan untuk meningkatkan
partisipasi  aktif dalam  proses
demokrasi, tetapi juga sebagai
langkah strategis dalam membangun
pengawasan publik yang konstruktif
guna mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang bersih,

transparan, dan akuntabel. Dengan
demikian, keberhasilan implementasi
Pendidikan

Kewarganegaraan menjadi fondasi

kurikulum

utama dalam menjaga stabilitas
kedaulatan negara serta memastikan
keberlangsungan nilai-nilai demokrasi
Pancasila di tengah tantangan zaman

yang semakin kompleks dan dinamis
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